BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Pejalan Kaki Tidak Dapat Dipidana Dalam Perkara Tindak Pidana
Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyidik
kepolisian dalam melakukan investigasi alat bukti perkara kecelakaan lalu
lintas dengan objek terperiksa pedestrian lalai dalam kondisi menyeberang
jalan, menurut norma tentang penetapan dan pembatalan, tindakan
pedestrian yang lalai dalam menyeberang jalan yang bebas dari sistem
moralitas dan norma sejenis lainnya. Hal ini membedakan antara hukum
pidana dengan norma etika berlalu lintas dianggap sebagai pelanggaran, baik
itu melanggar norma berprilaku (etika) atau norma kebiasaan berlalu lintas
di suatu daerah.

2. Penerapan Unsur Penegakan Hukum Terhadap Pejalan Kaki dalam perkara
kecelakaan lalu lintas menurut Menurut Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
dapat dilakukan kepolisian, namun terkendala dalam proses investigasi
dalam mencari alat bukti, terutama barang bukti, saksi dapat diperoleh,
namun barang bukti sangat sulit diperoleh, karena tata cara investigasi
kepolisian secara konvensional masih menggunakan millimeter blok dalam
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B. Saran.

1. Substansi hukum yang menyangkut new legal reform, pola kehendak
perilaku masyarakat yang ada dalam sistem hukum tersebut. Rancangan
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan Rancangan Kitab
Undang-undang Hukum acara Pidana (RKUHAP), yang sekarang berada
dalam proses di lembaga departemen hukum dan Ham, diharapkan mampu
mengubah tata cara penyelidikan khususnya kecelakaan lalu lintas.

2. Menyarankan agar penggunaan investigasi alat bukti kecelakaan lalu lintas
yang dihasilkan oleh cara konvesnsional, yang dimulai dari penyelidikan
hingga putusan persidangan. Hal ini terjadi karena tata cara investigasi
pencarian bukti dengan cara konvensional sudah tidak sesuai lagi dengan

hadirnya UU LLAJ dan KUHAP.
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